BaB 11
SEPUTAR TENTANG CONTEMPYT OF COURT

A. ggggertisn ain Ruang k&gggug Conteapt Of ggurt

Ruang lingkup contempt o1 court tidaik bisa dile -
paskan Giri pengertiiin yaliy akan Kita konsensuskan. Dima
na unding-uncang Mahkaiaih \gung telih merunuskinnyi seba
£31 berikut ;

Perbuatan, tingkah laku, &ikip din’/ataiu ucapan
yang wmerendahkan din merongrong kewibawiin, mirtabat dan
kehormitan badain Peradilan. Jidi, kKalau kitai 1lihat dairi
segl kemurnian badan Peridilan wmaka contempt of court da
pat kita artikan sebigali ™ Pencemarain Pengidilin ",

Dari eini jJelas biahwi pengertiinnya tertuju pada
wibawa, wartabat dan kehormitain badain Pericéilan. Namun
karena suitu lembaga adalah sesuatu ying abstrak atau ka
liu konkrit adalaih fiesik /bends mati, maka ketiga hil ter
sebut yaitu wibawa, martabat dan kehommatan ikain tertuju
pacda s |

- = Manusia yang, menggerak lembaxa tersebut,
- Hasil perbuatan lembagi tereeout dan
- Proses xegiitan dari pada lembagi tersebut.

Pada kecua hil terakhir ini tifak dapat sebenar -
nya kita katakan secira kharfiyih memiliki wibawa, marta
bat dan kehormatan, leoih tepat apabila kiti katakain ke-
dua hal tersebut tidcaxk lincar apabila terjaci suitu Con-
tempt oL court terhadapnya.

Dengan memas-alihkan minueianya maka kita akan
mendapitkan pengertian yang disuitu sisi sempit namun di
8isi yang liain dipat menjadi luas sekali antiri lain ;
Contempt terhidip Hakimnya, Jakeanya, Pembel inyi, Polisi
Panitra Juru oita can sebagalnya.

Hal ini kalau aikiitkan aengan Peridilan di Indo-
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nesii dimana pari pejabat Pengadilain dan Penegak  Hukum
pada unumnya adalah pejabat Negara atau aparatur Negara,
maka sudah barang tentu sudih ailindungi oleh peraturan
perundang-undingin yang ida, baik wibawa, martabat miu-
pun kehormatannya. Sehlngga tersisai pada Pengacari/Peabe
la yang masih terbuka untuk dicontempt.1

Naumun apabila kita perhatikin petunjuk dari pada
unding-undang Mahkimah agun, din mungkin Juga pemdapat
URUN paria awaam, BaKki ying periu dilindungi lagi ialah
para Hakimnya sebagal persenifikisi dari pada badan Pera
dilan itu.

Sebiagalmana ying ditegiskan dalam Pasal 217 dan -
218 UU.8/1981 yang suwaah diuraikan dimuka dalam penjelas
an Pasal 218 Unding-undang ini (UU.8/1981) éisebutkan se
bagai berikut :

Tugas Pengaailan luhur sifatnya, oleh kirena ti-
dak hanya bertanggung Jawab kepdda hukun, sesama minueia
dan airinya, tetapi kepada Tuhin Yang Mahi Esa. Olen Ki-
renanya setiip orang wajid menghormati lembaga ini, khu-
susnya bagi mereki yany berida diruing sicanyg se wiktu
persidangan seding berlangsunyg bersikap normat secara wi
Jar dan sopan serta tingkih yang tidak menyebabkain kega-
duin terhalangnya persidangan.

Lari sana bisa terlihat peranan Hakim seb:igil wa-
8it penegak atau pengah tidik boleh beriihak, ditangan -
nya tergantung kemampuin menempitkan segila sesuatu da-
- lam proporei yang sevenarnya. Tepitlah Undang-undang me-
‘nyeout airi sang Hakim seorang yang bijaksana tentu ti-
dak hanya dalim keputusan, tetapi juga yang singat dan
ama penting selima pemeriksaan perczidangin ia buk tikan
Bifat dan sikap yang arii din bijaksana mengembilikin -

' F.H.u.1, Hukua dan Pembanyunan, No. 4 Tahun XVI
Agustus, 1Yo, hal. .
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 dan menguasal keidaan.?

bari ungkapan di atas, apabila kita konsisten ter
hadap pengertian Peradilan di Indonesia din tidak mengge
serkapnyi pada person, @maka kita akan berhadapin dengan
ancaman, tantangan, Rambatan ain gangguan (ATHG) terbha -
dap Pengaailan.

Sejauh mana pencemaran Pengidilan itu maka perlu
diketahui buang lingkup contempt of court itusendiri, de
ngan demiki.n apabila kita berorentasikan pengertian yang
pertami (aUHG) maka kita baruc mengetahui ruang lingkup
nya dari hakekatnya. Sedangk4n apapila kita berpaingkal -
pada pengertiin kedui: maki harus kita identifikasi ling-
Kungan yang tercemar din dampak lingkungan tersebut,agar
diperoleh keduanya bercifit non yuridis atau non normi -
tis seberapa jauh ini dapat memberikan masukan Bepengatu
ran yang normatir, memerlukan pengkajiin lebih lainjut
gosivlogl hukum akan besar peranannyi di sini.

Apabila kita berorentasi pada hasil keputusan da
ri pada Pengadilan, maki contempt 0of court akan sedikit
banyak dikelompokkan sesuai dengan bicang tata hukum.

Yang pertama sudau barang tentuv bidang Perdata
dan Pidina dan selanjutnya dilaa bidang Hukum Adminisira
si dan sebayiinya. Dalam mengldentifikasikan siapa yang
dapat melaksanakan conte,pt pada orientasi ini, maka
akan lebih tegas dari paca berorientasi pada person, ka-
rena disini siapapun dapat melakukannya tanpa diskrimima
si.

Selanjutnya 4apabila kita berpangkal pada proses
peradilan, maka ruang lingkup dari pada contempt of court
dapat meliputi secarxa teoritis 3

a. Kegiatan Pra peradilan

2 Bismar Siregar SH, preaallan nuxum i/3)aim Berbagad
Aspek Hukum Nasional, Kajawali, Jakarta, 1svb, hal, 13
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b. Kegiatan proses di dilam Pengadilan,
c. kegiatan diluar Pengadilan yang berkaitan dengan pro-
Bes Pengauilan yang seding berl ingsung. 2

Jelaslih di sini bahwa hukum acari memegang pera-
nan penting di dalam menentukan ruang lingkup,

Jika hal di atas kita gabungkin semua segi  maka
meaungkinkan peruausan pengertiin contempt of court {itu
mengarah kepaaa ® tidak terjaminnyi penciptaannya suasi-
na ying sebaik-balknyai bagi penyelenggaraan Peridilan ®,

Dengin demikian rumus:n pengertiannya akan menju-
rus ke contempt justice yang Jjawadin sec ri contitusio -
nalnya ialah harus diusaihakin idanya kekuisaan kehakiman
ying meraeka,

Sebagaim.ni yang diamanatkan Pasal 4 ayat 3 U,U,
14/1970 menegaskan bahwi segala campur tangan dilam uru-
8an Peradilan olen fihak-ilihak lain diluar kekuisaan ke
hakiman dilarang, kecuill calam hal-hal tersebut dalaim
Undang-undang basar.

Dalam hal ini berirti tidak cibenirkan untuk mea-
pengaruhi Hakiz bailk aengan melalui tekinin, paksaan mau
pun karena kekuasaain yang dimilikinyi sehingga Hakim me-
rasa tidak bebas memberikan keputusinnya.4

Hal yang demikian ini merupakan silah satu tolok
ukur dalam menentuxin pengertian dan ruang lingkup con-
tempt of court., Sehingga Setiap pengaturin yang bersum-
ber pada prinsip ini seyogyanya tvelah melengkapi perlin-
dungan terhacap bacin kehakiman aailaim artl luas din nya-
ta., Badan kehakimain atau kekuisaan kehakiman bukanlah
badan ( milik ) Hakiw atau kekuisain Hakim, melainkan se

3 ¥.H,U.I. Loc, Cit.

4 wahyu aAffanai sd, gél_dm dan Penegakan Hukum,Pe-
nerbit Alumni, Bandung, 19871, hal, N
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luruh unsur derperan serti di ailamnya.
B. £a ntempt

Pad4 penjelasan usuu butir 6 dardi U.U. 14 7 1970
tentang ketentuin pokokh KekUiSadn kehakimin ¢i tentukan
antara lain :'“ Pada hakexatny: Seyalia sesuatu ying ber-
hubungal Gengan pe.akssnaan tugas badin-badin penegak hu
kum dan keadilan tersebut biik atau buruknys tergantung
Gari pati manusia-manusia pelakunys, in casu para Hakim"

Hal ini Juga ocerarti Hakiw harus bertangguag Ja-
wab atas terciptanya suwasand textiv dilaw persidangain,un
tuk itu Hakim Baruc aenyingkirkan segaia sesuatu yang
dapat menghambatl jalinnya sidcauy.

Berkiitan cengan ini, UU.B8/1981 tentang hukum aca
r4 Pidana dalam Pisal 217 dan 218 menyebutkan s

Pasal 217 :

1.Hakinm ketua sidang memimpin pemeriksaan din memeli
hara tata tertip di percidangan.

2.5egala seBuatu yang diperuntukkan olen Hakim ketua
sidang untuk memelihara tata tertid dipersidingan
wajib dilakeanakan dengan segeri dan cermat,

Pamal 218 ;

1.balam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan si-
kap kepada Pengacilan.

2.uiapapun yang 6i sidang Pengadilan bersikip tidak
sesual cengan martabat Pengadilan dan tidak menta-
ati tati tertidb setelah mendapat peringatan  dard
Haxiw Ketua cidang, atas periatahnya yang' bersang-
kutan dikelusrkain dari ruang sidang.

3.balam hal pelanggaran tata tertid sebigiimana di
maksud dalam ayat (2; bersifat suaitu tindak Pidana
ticak mengulangi kemungkinan dilikukan penuntutan
terhadap pelakunya.’

5 1tab Undalg—Undang hugun {ciara Fildang (
No. 8/1981, cet, fecua,Cv. Ameka lli.u, Leriring,
h&l. 95 - 960
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Demikian juga dalam penjelasan umwun butir 4 dari
UU.14/1985 tentang Mahkamsah Asung ditentukan antara lain
agalah

®* Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin tercipta-
nya suasana yang sebailk-baiknya bagi penyelenggaraan Pera
dilan guna menegakkan hukun dan keadilan berdasarkan Pan-
casila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang menga-
tur pemindahan terhacap perbuatan, tingkah laku,sikap dan
atau ucapan yang merencankan dan merongrong badan Peradi-
lan yang dikenal sebasal contempi of court.

Dari ungkapan tersebut di atas, dapat diforaulasi
kan dalan bentuk dan 8ifat sehingga dapat diklasifikasi -
kan dalam bentuk beberapa hal seperti :

- Swatu usaha untuk acnpengaruhi hasil dari suatu pemerik
saan peradilan ( " Sub Judic Rule * ),
- {icak wmematunhi perintaa pengadilan ( * Lirobaying a co-
- urt order * ).
- Hemoikin obstrudoei peraditan ( * OSbatructinyg Justice *)
~ Melauggar Perasaan Sopan santun { " Scandaligzing Penga-
dilan * ).
- fidak berkelakuan baik dalan Pengacilan * Mirbehaving -
in court * ).6
Dari rumusan di atas bisa tergiambar bahwa adanya
contenpt of court itu dapat terjadal dari semua fihak yang
terperkara di Pengacilan, Karena itu para fihak tidak da-
pat mengendalikan diri dipersidangan calaz zenuntut hak -
nya. Dengan demikian apabila aua orang yang kuramg sopan
sikapnya dipersicdangan, hal ini akau terlihat pada proses
Peradilan.

C. - Ioses ilan dan Con t 0f Qowurt

Yang perlu dikaji di 8ini adalah hubungan conteapt

6

Prof., Cemar denc &ji S, irrgfsgr;m Conteugt Of
Court suatu Pemikiran, IKAHI, Jakarta, s .
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of cowrt dengan proses pPeridilin di Indoneeia.Dengan men
fokuskan, tindakan atau perbuatin ipakah yang akan dapat
menRghambat, mengganggu, wengancam, aenentang dan mence -
warkan Pengadilan ¢i Indonesia. Untuk ini rasanya perlu
ditentukan secari luas macin-micid perbuatin dan peabual
nya.

Setelah itu udltelaah yauyg @ina yang sudah ida pe-
ngiturananys dan yane mama yahg belum, sarulah disini da-
pat citarik kesimpulasi-kesivpuiin yang xonkrit temtvang
conteapt ol court dengan proees Peridilan.

Untuk it« S8ccara gakis Ddexir Gapat dikemukakan de

bera,a contull yahg yeslialc terjadl Gl Inconesia :
- Keglatapg yang amenghandit misalnya digunakannya se
bagal etrategi atau taktik terdakwa untuk tidak
atav enggan hadir di Pengacilan dengan berdagal a

lagih yalis mengikibatkan haapatan bagl kelanearain
proses peradilang

- Keglatan yang mchggangsh yang pernah terjadi baik
oleh terdikwa, pembela maupun pengunjung eidang
terbuka;

~ Keglatan yang menentang wisalnya yang tidak disa-
lurkan melaluwi upaya hukwu yang aca melidnkan se~
cara langsung ditujuikan kKepada Hakim yang menim -
pil persicangan baik vieh terdikwi maupun penbe-

1a.7
Dalam hal tindakan yang dilakukain oleh terdakwa
sehingga berakibat ticak tertibaya suvasanai persidangan ,
maka Fasal 176 UU.No.8/1981 memberli petunjuk untuk menga

tasi hal di atai. sebigal berikut ;

Jika terdikws Lerjingkast..laku ying tidak patut se
bingga cenggangau Ketertib.n sidang, nakim ketua sidang
menegurnya dan Jjika teguran itu ticak diindahkan ia aeme
rintahkan supaya terdakwa dikeluarkan diri ruang sidang,
kemudian pemerikesan perkard piaaa waktu itu dilinjutkan

T ¥.H.,U.I. Qp. Civ, hal. 368.
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tanpa hadirnay terdakwa.

Dalam Ril terdakwi secari terus menerus berting-
kah laku yang tidak patut sehinggs tergaingguiketertiban
sidang Hakia Ketua sidang mengusahakan supaya demikian -
rupa seningga putusBan tetap da at dijatunkan dengan ha-
dirnys terdakwa.8

Dan keglatan yang lain berupa ancaman baik ueﬁara
lisan wmaupun fisik yang aitujukan kepadi Hakim,

Sedangkan kegiitar diluar Pengacilan mengenai pro
ses Peracilan yang sedang berjilan, uaumnya berkirar pa-
da kebebazan menyatakain pencapat yang dimuat didalam mas
media yang dilakukan siapapup, baik wartawan, pejibat ma
upun ilmuwin { kecuali lingkung,4n mimbar bebasnys ) baik
hal itu mengenai terdakwi, peadela, Jaksa maupun pejadat
Pengicilan lainnya.

Begitu Jjuga kegiatan yang mencemarkan Pengidilan
atau mengingkari pPsngacilan, yaitu tidak dilaksanakannya
atiu dipatuhinya putusan Pengadilan dan lebih mendengar-
Kan putusan lenbagi lain sekalipun mengenal keadilan ber
dasarkan hukum yang berlaku, Suatu sikap tidak mengakui
kewibawaan Pengicilan,

Lasue yang aktual dl Pengidilan Indonesia,sebagayi
mana yang allikukan advokat yang bernama Adman Buyung Na
sution S, dalam pembelian tertudun perkara suoversi H.R
barsono di pPengadilan Negeri Jakairtai Pusat, dimana dia
telan mengeluairkan ucapan dan menun jukkan sikap serta me
lakukan perbuatin yany werendshkain, merong-rong Kewibawa
an wirtabat dan kehormatan badin Peraéil&n. Atas  sikap
dan pervuatannya itu senteri Kehakiman Ismail Saleh 3H,
setelah mendengdr penctapal dan Uswl ketua Mahkamah Agung
serta Ikaitan advokat lndonesia (IKiULIN), dalam surat nya

8 Soedirjo st, :
» Ecis) Pertama, Pener ademika pPressingo, F
55, hal. 42.
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tanggal 24 Januari 1987 menjatuhkan tindakan administra
8i ying berupa pemberhentian sementara berupa larangzn
melakuxan pewberian nasehat, bantuan atau jasa hukum di
semua Pengadilan selatia Satu tahun,?

Seperti kita maikluwsi bereami bahwi Pengadilan 1~
tau pun jalannya Peradilan tidak akin ada, kecuili ada-
nya fihak-fihak. baliaw perkara Perdata biasanya 2da dua
tihak yang bersengketa, mungkin didampingi pengaciranya,.

Lalam persidangan perkara Perdati bukan muetakhil
terjadi " Penghinaan * antar fihik. Begitu juga dalam nma
8:1lah persidangan perkara Pidana, maka ada fihik - fihak
yang saling berlawanin antari Jaksa penuntut unua berha-
dapin dengan terdakwa yang didiapingl oleh penasehat hu-
kum, masing-masing fihak sejak semula telah memasang ku-
di~kuda artinya saling mempergunikin atau mengemukakan -
argumentasinyi masing-masing. Jaksa eelaku penuntut umunm
dengan bersikap ying tak tergoyahkan membacakan surat
dakwaan. Ui mana surat dakwaan itu dibuatl sedemikian Je-
lae agar tidak melesel, pendeknya kKalau bukan dakwaan
primer dan atau yang subsidair, singkatnya dalam benak
£i penuntut unmus terdakwa harus di Pidana. Akan  tetapd
bagi sing Penagehat hukuu seballknya ia berupaya bagaima
na terdakwi biea lepas dari zegala tuntutan,

Selanjutnya, glliran Hakim yang kedudukannya dian
tara yang &aling adu alasan. dakim sebagai waeit pene -
ngah tidak bolen berlfihaik, ditangannya terginiung kK eman-
puan meneapatkan segala sesuatu dalam proporsi yang sebe
narnya. Tepatlih undang-undangmenyebut diri sang  Hakim
seoraing yang bijaksana. Tentu tidak hanya dalam putusan-
nya, tetapi juga yang sangat dan amat penting selema pe-

9 suara karya, No.4958,Tahun XVIII, 16 Me 1987,
halaman 1.
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merikeaan persidangan ia buktikan sifat dan sikap yang
arif dan bijaksana mengendilikan dan menguasal keadaan!o

Haikim ying berperan sebagai penentu keadilan ha-
rus dilindungi haknya tersebut dengin mencegah adanyi ti
dak Baja ancaman, tantangan, hanbatan saupun gangguan =
terhadap pekerjaannya atau hiknya tersebut, termasuk per
lindungan terhadap kewibawaannya, martabatnya dan kehor-
matannya.1’

Untuk itu UU.H0.14/1970 menysbuikan kekuasaan Ke-
hakiman adalabh Kexuasain Negara Yahg Merdekda untuk menye
lenggarakan Peradilan. Menurut penjelasannya (TILN 2961 )
maka merdeka mengandung pengertian bebas darl campur ta-~
ngan fihak kekuasaan Negara liinnya dan kebebasan  dari
paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari fi-
hak extra yudiasiil, kecuali dalam hal-hil yang diisinkan
oleh Undang-undang. Tetapi disamping dalam penjelasan Pa
22l tersebut masih kita Jumpai Pasil 4 ayat (3) yang ber
bunyi s

Segala campur tang4in dalam wrusan Peradilan oleh
fihak-fihak lain diluir kekuasaan Kehakiman dilarang, ke
cuali dalaw hal-hal yang tersevut dalaw Undang-undang.Pa
da hakekatnya penjelasan Pasal 1 UU., Ho.14/1970 dengan
bunui Pasal 4 ayat (%) UU.No.14/1970 tidak Jauh berheda,
sehingga kiranya kati » Merdeka menurut Pasal 1 UU.No.14
1970 harus diartikan berdiri sendiri lepas dari kekuasa-
an-kekuisian Negara lainanyi @alam arti tidak dibawakan®.

Kebebasan Peradilan, dalam arti bebas dari penga-

10 Mismar Siregar sd, Qp. Cit, hal. 18,

" p.B.U.I, Qp. Cit, hal. 363.
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rubh apa atau siapapun, merupakan eiri khas dari pada ne-
gara hucuw.1? '

Pada bakckatnya kcbebasan nmerupaikan sifat pembawa
an aari pada setiap Peradilan., Kebebasan ini tidaklah se
cara wutlak tidak berarti bahwa Hakim dipat Derbuit sewe
nang-~wenany.

bengan memahaml uriian-uriian ying terdanulu, pe-
ngertiin contéapt o court dalam arti sempit atau dengan
kKaca mati lain, Baxia dipertentangkan dengan fihak-fihak
yang lain, maka terhadap pandaagan banwa Hakilam 2dilah
personifikgsi darl pada kekuisaan Kehakiman atau Pengadl
lan awaghia dapat diajukaa beberapa keberatan terhadap
aonopoli terscusuat. Terutaza olsh fihak-fihak laia yang
ikut oerperun atau weuberikin masukin untus penentuin ke
adilan texsebut, yang dalaw hal ini dapat para pembela,
Jakss maupun pencapat wsum, 13

Hal ind bLukan berarti babhwa Haxim akan terpenga -
ruh oleh Jaikséa, pembela maupun pendapat urum, karena pe-
nilalas ini dikenukakan pada proses perkiara yang sedang
berjalan.

Khususnya dalam hal pendapit umum perlu adaaya to
lak ukur yang baru yang khas Indonesia sesual dengan ni-
lai-cilal Pancasila. secara konseprional dapat kita kata
kan bahwa : Berdasirkan cara panding kekeluirgaan atau
cira pandang cempurna Indonesia maki keutuhan Pengadilan
jadi pidak bverancani, terlintang, terhambat, terganggu -
@an tercemar serts cidukurg oleh seswua fibak ying berpe-
ran Galaw penegakan hukus ain keadilan,

12 prof. LR. Sudikno Martokusumo SH, Bungy Rampai
*;gu Hgéum, get. Pertama, Penerbit Lyberti, Yogyakarta ,
JO4, . 139,

3 p.H.U.I. poc. Cit.
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Kebersamaan tersebut menuntut dirumuskannya seca-
ra bersama hak dan Kewajiban semua fihak yang berperan -
dalam penegakan hukum dan keadilan tersebut.

Lain halnya dengan cara paindang perseorangan atau
individu, dualistik dimana kebebasan masing-masing fihak
terlibat dalam penegakin hukum dan keadilan, merupakan
tuntutan utama. |

Ringkasnya tata keberadaan dan dalam hal ini di
lingkungan Pengadilan tidik =skedir mengutamakan Kebeba-
san melainkan ketegasan hak dan kewaJiban., Kareni wibawa
martabat dan Kehormatan dalaa hegara berdicar atas hu-
kwn, selalu haruz dapat dikewdallikan pada hugum yaing ti
dak selalu berbentuk Unding-undang.i4

Untuk itu UU. No. 1471970 Pasal 27 ayat (1) membe
rikan ketentuin

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajid =
menggali, mengikuti oan memahami nilai-nilai hu-
kum yang biaup dalam maayarakat.15

Berkaitan denzan hal lain dalanm butir No.6 penje-
lasan UU.No. 14/1970 menyebutkan : Pada hakekatnya sega-
la sesuatu yang berhudbungan dengan pelaksanaan tugae ba-
dan penegak hukum Gan kKeadilan tersebut baik atau buruk
tergantung dari paga manusia-minueia peliksananya.

Sejalan dengan hal di asss, seorang pengacara yang
- balk, yaitu yang bertanggung jawab, tahu akan kewajiban
serta menguasai hukum acara, akan memperlincar Jalinnya
Feradilan dan membantu Hakim dalam mencari kebenaran, 16

47544,

v R. Soesiio, ged ; A aidy Jdeliss
bantu dan Penyidik, Politels, hogor, ,

16 prof. DR. Sodikno kertokusuao SH, Qp,Cit,hal.69
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‘Dengan memahami ungkapan tersebut diatas,d:patkah
memberi pengertian bahwa semua fihik yang bderperan dalam
pensgakan hukum dan keadilan tanpa terkecuali wijib men-
Junjung tinggli nilai-nilai hukum di Pengaailan dengan
berdasarkan Pancasila sebagal sumber dari seiala sumber
hukun di Indonebia.



